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ABSTRAK

CATATAN

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18
Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat
Desa pengaturannya dalam peraturan kepala daerah, sehingga guna
mendukung dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan
lembaga kemasyarakatan kelurahan di daerah yang pengaturannya dalam
peraturan kepala daerah, sehingga perlu dilakukan pencabutan Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
dimana Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta
telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota
Surakarta tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011
tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sehingga perlu menetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Bersama
Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta
atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pencabutan
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 27 Tahun 2007 ;
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun
2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota
Surakarta No. 1 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini berisikan tentang Persetujuan Bersama Wali Kota
Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas
Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pencabutan Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 16 Juli 2025.



